BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada bab 1V dapat disimpulkan bahwa:

1. Sering terjadinya Saldo Kosong saat pengecekan Kartu Keluarga Sejahtera
(KKS) pada agen e-Warung di antaranya disebabkan oleh data
kependudukan yang tidak valid karena beda nama antara KTP dan data
penerima BanSos yang ada pada aplikasi data serta gangguan sinyal,
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak melakukan transaksi selama 2
bulan sehingga dana nya ditarik kembali oleh pihak pusat dan terindikasi
dobel karena mempunyai 2 rekening nama yang sama dengan orang yang
sama hal ini terjadi karena dia mempunya rekening bantuan PKH dan
rekening Prgram Bantuan Pangan Non Tunai dengan nama yang sama
sehingga terjadinya tumpang tindih data yang menyebabkan saldonya
tertahan.

2. Adanya anggapan ketidaktepatan waktu penyaluran Program BPNT di
Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten
Pasaman adalah tidak benar karena sudah dikatakan untuk jadwal
penyaluran disesuaikan pada aturan yang telah diberikan pusat dan hal
tersebut tidak bisa diganggu gugat, hanya saja adanya anggapan dari pihak
Masayarakat Keluarga Penerima Manfaat karena diakhir tahun 2021
hingga awal tahun 2022 penyaluran dilakukan 1 kali dalam 2 bulan

bahkan ada yang 1 kali dalam 3 bulan namun untuk pengisian saldo tetap 1



kali sebulan masuk di rekening KKS masyarakat Keluarga Penerima
Manfaat.

. Terkait Ketidaktepatan kualitas bahan pangan yang dijual oleh salah satu
agen e-Warung yang ada di Kenagarian Simpang Kecamatan Simpang
Alahan Mati Kabupaten Pasaman dengan kualitas yang dianggap dan
dibuktikan kurang. Namun hal tersebut sudah ditindaklanjuti oleh pihak-
pihak yang berwenang diantaranya Pemerintahan Nagari, pendamping
Prgram Bantuan Pangan Non Tunai dan juga Dinas Sosial di Kabupaten
Pasaman dan hal tersebut diharapkan tidak terjadi lagi dimasa yang akan
datang dan semua karakteristik bahan pagan yang disalurkan disesuaikan
pada aturan pemerintah dan buku pedoman Prgram Bantuan Pangan Non
Tunai.

. Untuk kuota atau jumlah e-Warung yang ada di Kenagarian Simpang
Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman sebagai agen
penyalur Program Prgram Bantuan Pangan Non Tunai masih bisa kelola
oleh pihak pemilik e-Warung dan mencari cara agar pelayanan terhadap
proses penyaluran bisadirasakan baik dan lancar oleh masyarakat Keluarga

Penerima Manfaat.



B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian pada bab IV ada beberapa yang peneliti

ingin sarankan sebagai berkut:

1.

Untuk Pihak Dinas Sosial Kabupaten Pasaman sebaiknya lebih
mengawasi lagi proses penyaluran yang ada di setiap Kenagarian
sehingga nantinya akan tercipta suasana yang kondusif mulai dari tingkat
Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.

Untuk Pihak pemilik agen e-Warung sebaiknya lebih taat lagi dengan
aturan Pusat dan Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai
terkait tugas dan fungsinya.

Untuk Pendamping Prgram Bantuan Pangan Non Tunai harus lebih
semangat lagi dalam melaksankan tugasnya terutama pada saat
penyaluran Program BPNT di e-Warung terkait dan senantiasa tetap
ramah dalam menanggapi, merespon masyarakat Keluarga Penerma
Manfaat jika terdapat laporan dan kendala yang mereka alami.

Untuk masyarakat KPM harus senantiasa bersyukur jika telah terdata dan
mendapatkan bantuan ini, jika ada KPM yang sudah merasa kehidupan
serta pendapatannya layak diminta untuk tidak ikut serta menikmati
manfaat program bantuan ini. segeralah lapor kepada Dinas terkait dan
berikan kepada masyarakat yang lebih membutugkan.

Untuk Pihak Pemerintah Kenagarian sebaiknya tetap dan terus
berkooordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan
terlaksananya program ini karena program ini sangat membantu

kebutuhan pangan masyarakat miskin dalam kehidupan sehari-harinya.
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